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PART I 

 

 

 

PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI 

 

A. PENDAHULUAN 

 

PT PERTAMINA (PERSERO) (”Pertamina”) merupakan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang sahamnya 100% dimiliki 

oleh Negara Indonesia, yang memiliki dan mengoperasikan sejumlah besar kapal tanker minyak, baik armada kapal milik 

maupun armada charter, untuk pendistribusian minyak mentah, minyak produk dari, ke dan di seluruh wilayah Indonesia 

 

Berkenaan dengan itu, Pertamina mengundang seluruh calon peserta pengadaan untuk dapat berpartisipasi dalam proses 

pengadaan kapal charter untuk disewa oleh Pertamina. Peserta pengadaan merupakan perusahaan pelayaran, yang 

menguasai kapal yang sesuai untuk ditawarkan dalam pengadaan ini. Dalam hal calon peserta pengadaan merupakan 

perusahaan asing, maka diwajibkan menunjuk perusahaan nasional Indonesia sebagai perwakilannya yang didukung oleh 

Surat Kuasa yang sah, yang bertujuan untuk mengurus administrasi pengadaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

 

Proses pengadaan ini akan dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka, dengan demikian, Pertamina mengundang seluruh 

perusahaan pelayaran dengan reputasi yang baik untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan ini tanpa disyaratkan 

untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina. 

 

CHARTER PARTY STANDARD FORM 

Self Propelled Crane Barge Package Contract 

Selanjutnya, Pemenang pengadaan dan Pertamina akan menandatangani Charter Party/Kontrak dengan menggunakan form 

standar di bawah ini, atau form lainnya yang secara spesifik disyaratkan oleh Pertamina. Ketentuan dan syarat-syarat 

pengadaan yang digunakan adalah sebagaimana yang diatur dalam Term of Reference (ToR) ini dan berdasarkan tahapan-

tahapan proses pengadaan yang dilaksanakan didalamnya. 

 

 

B.  KETENTUAN UMUM 

 

Pasal B 1 

Prosedur Pengadaan Sewa Kapal 

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK 

No. 057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan 

perubahannya (jika ada). 

 

Pasal B 2 

Sistem Pengadaan Terbuka 

Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada sistem Pengadaan terbuka yang diumumkan pada web 

http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement, sehingga seluruh Pemilik Kapal, Broker atau Agent 

dapat berpartisipasi dalam Pengadaan ini, tanpa adanya persyaratan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan 

Terdaftar (SKT) 

 

Pasal B 3 

Surat Penawaran 

Surat penawaran (Bentuk I) harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengacu anggaran dasar Perusahaan dari 

http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement
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peserta lelang, di atas materai Rp 6.000,00. 

 

Kecuali dinyatakan secara khusus dalam Penawaran, Peserta menjamin bahwa tidak ada orang/perusahaan lain yang 

mempunyai suatu hak, kepemilikan atau kepentingan lain atas kapal yang ditawarkan (hak gadai, hipotik atau beban lainnya 

atas kapal). 

 

Pasal B 4 

Ship’s particulars and information 

Ship’s particulars and information, harus menggunakan format: 

SHIP’S PARTICULAR AND INFORMATION STANDARD 

SPOB, Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge 

(Satgas), SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc), 

Self Propelled Crane Barge. 

Ship Particular 

. 

Pasal B 5 

Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan 

Dalam pengadaan ini tidak diberlakukan Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan 
 

Pasal B 6 

Validity Penawaran 

Pemilik Kapal menjamin bahwa Validity penawaran, berlaku terhitung sejak tanggal penutupan kotak penawaran hingga 

setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina. 

 

Pasal B 7 

Persyaratan Jumlah Peserta 

Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran 

yang sah 

 

Pasal B 8 

Penawaran Peserta Pengadaan 

Isi surat penawaran agar mengacu pada ToR maupun Berita Acara Prebid. Peserta pengadaan tidak diperkenankan 

mengajukan perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pertamina  

 

Pasal B 9 

Persyaratan Tambahan  

Peserta pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh 

Pertamina 

 

Pasal B 10 

Pilihan Bahasa dalam ToR 

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara ketentuan dalam Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris dalam ToR ini, 

maka ketentuan Bahasa Indonesia yang akan dijadikan acuan. 

 

C. KETENTUAN PENGADAAN 

 

Pasal C 1 

Pertamina Safety Approval (PSA) 

1. Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) 

yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina yang menyatakan bahwa kapal dapat 

diterima untuk di operasikan oleh Pertamina antara lain kapal mampu untuk mengangkut dan membongkar muatan 

sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh Pertamina. 

2. Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku sebagai 

salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran. 
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3. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran akan 

dinyatakan diskualifikasi. 

4. Untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi 

fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir ToR ini. Tata cara pengurusan 

Pertamina Safety Approval (PSA) dapat dilihat di website http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-

niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative)  

5. Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa Pertamina Safety Approval tetap berlaku selama periode sewa 

dengan melaksanakan kegiatan           re-vetting sbb: 

a. Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun Sekali 

b. Usia di atas 5 Tahun : Setiap 6 (enam) Bulan Sekali 

6. Dalam hal Pemilik gagal memelihara masa berlaku Pertamina Safety Approval untuk seluruh kapal-kapalnya yang 

sedang disewakan kepada Pertamina, maka Pertamina memiliki hak untuk mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang 

berlaku dan menyatakan kapal dalam keadaan tidak disewa serta lebih lanjut memiliki hak untuk melaksanakan 

terminasi awal jika kegagalan dimaksud berlangsung selama 30 hari berturut-turut.   

7. Untuk memastikan validasi PSA dapat diperoleh sebelum masa berlakunya berakhir, pengajuan validasi PSA dapat 

dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir. 
 

 

Pasal C 2 

Pembatasan Penawaran  

1. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa 

sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang 

menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan. 

2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh 

pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 6 (enam) bulan atau kurang, 

kapal tidak diperkenankan untuk docking. 

3. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan 

atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. 

Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau 

pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan 

sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden 

kebakaran, tabrakan (collision), oil pollution atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina 

sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan 

Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti 

proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina. 

4. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak 

kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam 

hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship 

management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal 

tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak 

untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan 

 

Pasal C 3 

Masa Sanggah 

Masa sanggah berlaku selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan 

ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan Bond Sanggahan yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal 

sebesar 3% (tiga persen) dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila 

sanggahan tidak benar 

 

Pasal C 4 

Pembatalan atau Perubahan 

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas 

pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa. 

http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative)
http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative)
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Pasal C 5 

Harga Sewa  

1. Pengajuan Dokumen Penawaran: Pada saat pengajuan dokumen penawaran harga sewa yang ditawarkan oleh 

penyedia jasa untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk periode opsi 

2. Pengambilan Opsi: Dalam hal Pertamina bermaksud untuk melaksakan pengambilan opsi, maka Pertamina berhak 

untuk melakukan negosiasi penurunan harga sewa dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu. 

3. Mata uang dan satuan yang digunakan dalam pengadaan ini adalah sbb: 

MATA UANG DAN SATUAN HARGA SEWA – CURRENCY AND UNIT 

Oil Tanker United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day 

Gas Tanker United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day 

SPOB  United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day 

Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas) United States Dollar / Month or Indonesian Rupiah / Month 

SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc.) Indonesian Rupiah / Month or United States Dollar / Month 

COA Indonesian Rupiah / Liter 
 

 

Pasal C 6 

Term Pembayaran Harga Sewa 

Guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mewajibkan penggunaan mata uang 

Rupiah untuk transaksi di dalam negeri, khususnya untuk harga sewa yang menggunakan mata uang United State Dollar 

(USD), maka ketentuan pembayaran dari Pertamina akan diterapkan sebagai berikut: 

a. Harga Sewa ditetapkan untuk menggunakan mata uang United State Dollar (USD) 

b. Pembayaran yang akan dilakukan oleh Pertamina dilaksanakan dalam mata uang Rupiah (IDR) 

c. Invoice dari Pemilik Kapal disampaikan dengan menggunakan mata uang United State Dollar (USD) 

d. Kurs yang digunakan sebagai konversi adalah menggunakan kurs tengah BI pada setiap tanggal 1 (awal bulan) bulan 

berjalan. 

e. Apabila tanggal 1 (satu) jatuh tepat pada hari libur, maka kurs yang digunakan adalah kurs hari kerja pertama yang jatuh 

setelahnya. 

 

Pasal C 7 

Pakta Integritas 

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan Pakta Integritas sesuai form yang dapat di download                                                           

pada website http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement), bermaterai dan wajib dilampirkan 

dalam dokumen penawaran 

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pakta Integritas tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi 

 

Pasal C 8 

Penentuan Calon Pemenang Pengadaan 

Penentuan calon pemenang pengadaan akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini: 
 

Kapal Time Charter: 

a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan 

b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Diterima 

c. Penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi freight cost; 

d. Harga penawaran telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada). 
 

Kapal COA: 

a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan 

b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Accepted/Diterima 

c. Harga Penawaran termurah serta harga penawaran tersebut telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina 

atau OE revisi (jika ada). 
 

Pasal C 9 

Freight Cost  

(Berlaku untuk Pengadaan Time Charter) 
 

http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement


INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE – ATTACHMENT 
 

Chartering Dept. Page 6 
Revised Edition: July, 1st 2014 

Freight Cost akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut: 

a. Harga sewa 

b. Port charges (sesuai ukuran Kapal) 

c. Kecepatan kapal sesuai kecepatan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis Pertamina. 

d. Pemakaian bahan bakar 

 Perhitungan freight cost akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) pada saat pengadaan untuk jenis 

bahan bakar yang dinyatakan oleh peserta pengadaan dalam bentuk II. 

e. Cargo Oil Tank (COT) Capacity sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tanker / Satgas / SPOB) atau Horse 

Power / HP sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat). 
 

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila 

terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi risiko peserta. 
 

 

Pasal C 10 

Prosedur Negosiasi 

Ketentuan Umum Negosiasi 

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, Pertamina akan melaksanakan negosiasi terhadap 

penawaran yang diajukan oleh peserta pengadaan.  

 

Negosiasi dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini: 

a. Negosiasi akan dilakukan dengan sistem 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada saat pelaksanaan penutupan 

kotak penawaran dan tahap kedua dilaksanakan setelah penutupan kotak penawaran yang dilaksanakan baik secara 

tertulis (surat, email) maupun tatap muka. 

b. Pertamina dapat melaksanakan negosiasi terhadap peserta pengadaan dengan batasan di bawah ini. 
 

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran: 

a. Dalam hal (i) harga penawaran yang disampaikan telah sama atau di bawah Owner Estimate Pertamina, (ii) spesifikasi 

kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan Pertamina, maka terhadap 

penawar tunggal tersebut langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang, berdasarkan lebih lanjut kepada 

keputusan manajemen Pertamina.  

b. Jika harga penawaran masih di atas Owner Estimate Pertamina, maka Pertamina akan melaksanakan negosiasi harga 

sewa. 

 

Penawaran lebih dari 1 (satu): 

a. Pertamina akan terlebih dahulu melaksanakan perhitungan freight cost untuk memperbandingkan seluruh penawaran 

yang masuk. 

b. Setelah perhitungan freight cost, jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina 

dan berdasarkan hasil perhitungan freight cost penawaran tersebut merupakan penawaran terbaik, maka terhadap 

penawaran tersebut akan langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang lelang berdasarkan lebih lanjut kepada 

keputusan manajemen Pertamina. 

c. Jika seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih di atas Owner Estimate atau jika telah terdapat 

penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina namun dari sisi freight cost belum merupakan 

penawaran terbaik, maka proses pengadaan tetap dilanjutkan dengan proses negosiasi terhadap maksimal 3 (tiga) 

penawaran terbaik dari sisi freight cost. 

d. Proses negosiasi kemudian akan dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini: 

i. Paper Auction (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost 

secara amplop tertutup sebanyak 3 (tiga) putaran). Pada setiap putaran, dalam hal sudah terdapat penawaran 

yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau di bawah owner 

estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan sebagai calon 

pemenang pengadaan Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina. 

ii. Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih di atas OE, maka peserta terbaik pertama dari sisi freight 

cost akan dilaporkan kepada manajemen Pertamina untuk proses selanjutnya. 
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Pasal C 11 

Rekomendasi Penggunaan Pelumas Pertamina 

Pemilik Kapal direkomendasikan menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval 

certificate dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.   

 

Pasal C 12 

Rekomendasi Penunjukkan PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai Perusahaan Asuransi 

Untuk mendukung sinergi antara PT. Pertamina (Persero) dengan anak perusahaan, maka Pemilik Kapal direkomendasikan 

untuk menunjuk PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai perusahaan asuransi dalam meng-cover Asuransi Hull & Machinery. 

 

 

Pasal C 13 

Data dan Dokumen Peserta Pengadaan 

a. Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasikan ulang pada saat 

penutupan kotak penawaran. 

b. Jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka dalam hal terdapat 

sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain yang menyatakan sebaliknya, maka sanggahan atau complain 

tersebut akan ditindaklanjuti dan dibuktikan mengacu pada hasil survey kinerja kapal. 

c. Jika ternyata pada survey kinerja kapal menyatakan bahwa sanggahan atau complain dari peserta lain itu benar maka 

Pertamina memiliki hak untuk memutuskan kontrak dan menjatuhkan sanksi kepada peserta pengadaan sesuai ketentuan 

yang berlaku di Pertamina. 

 

Pasal C 14 

Power of Attorney (POA) 

Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) dalam pengadaan ini adalah sebagai berikut: 

a. Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan 

Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan 

penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management 

ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, 

tidak dapat diterima dan penawarannya akan dinyatakan diskualifikasi. 

b. Dalam hal terdapat 1 (satu) kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) peserta pengadaan yang berbeda, maka Pertamina 

memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang 

dinyatakan diskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney 

(POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) di atas. 
 

 

Pasal C 15 

Penetapan Pemenang Pengadaan 
 

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini subject to the following: 

a. Berdasarkan lebh lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina 

b. Untuk kapal berbendera asing yang akan dioperasikan di Perairan Indonesia: Akan didasarkan pada pemenuhan seluruh 

perijinan yang disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penggunaan kapal berbendera asing (IPKA, PIB, dll ). 

c. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam 

pengadaan ini. 

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal diserahkan. 
 

D.  PERSYARATAN TEKNIS 
 

Pasal D 1 

Kondisi Penyerahan Kapal 

Pemilik Kapal menyetujui bahwa saat penyerahan, Kapal dalam kondisi mampu dan siap untuk melaksanakan kegiatan yang 

disyaratkan sesuai dalam spesifikasi teknis (ready in all respect) dan juga seluruh equipment atau peralatan serta tenaga 

SDM yang disyaratkan dalam pengadaan ini telah siap untuk melaksanakan pekerjaan.  
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Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan merupakan beban dari Pemilik Kapal. 

 

Pasal D 2 

Service Speed 

Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang 

ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 10 knots maka service speed kapal 

dalam Bentuk II juga harus 10 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi. 

 

Pasal D 3 

Verifikasi Bentuk II 

Kapasitas ruang muat, sekat pemisahan, sistem pompa, dll akan diverifikasi berdasarkan data kapal sesuai dengan lampiran 

dokumen/gambar kapal.  
 

Dokumen/gambar kapal harus jelas dan dapat dibaca dengan baik, bila tidak dan jika dianggap dapat mengganggu verifikasi, 

maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi. 

 

Verifikasi atas konsumsi bunker yang tertuang dalam bentuk II akan dilakukan oleh Pertamina setelah penandatanganan 

charter party. Apabila berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa konsumsi bunker actual lebih rendah dari yang dinyatakan 

dalam Bentuk II, maka konsumsi bahan bakar yang lebih menguntungkan Pertamina akan dituangkan dalam Berita Acara 

yang ditandatangani kedua pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari charter party. 

 

 

Pasal D 4 

Jaringan Internet 

Kapal diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. 

Namun jika kapal belum dilengkapi dengan peralatan di atas, maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses 

penyerahan kapal ataupun melakukan pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Batas waktu pemasangan alat tersebut 

diberikan 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal 

 

 

Pasal D 5 

Penggantian Kapal 

Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam PART 3 dalam ToR ini, dalam hal 

kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter 

Party PERTAMINA TIME, Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal pengganti. 

 

Jika Pemilik Kapal tidak dapat mendapatkan kapal pengganti, maka Pertamina akan melaksanakan pengadaan kapal 

pengganti tersebut dan jika terdapat selisih harga antara kapal pengganti dengan kapal existing, maka selisih tersebut akan 

menjadi beban Pemilik Kapal. 

 

Pasal D 6 

Jenis Bahan Bakar 

Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO 380 cst, namun apabila kapal tidak dapat 

menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan 

melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal 

 

Pasal D 7 

Pengujian Bahan Bakar 

Standar bahan bakar yang digunakan untuk memasok bahan bakar kapal akan menggunakan standar yang berlaku di 

Indonesia. 

 

Jika pada saat kapal dioperasikan, Pemilik Kapal menginginkan adanya pengujian laboratorium atas bunker yang disuplai 
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oleh Pertamina, maka diwajibkan untuk menggunakan laboratorium Indonesia di wilayah Indonesia yang ditunjuk oleh 

Pertamina dengan beban biaya yang ditanggung oleh Pemilik Kapal. Hasil pengujian laboratorium tersebut wajib diajukan 

selambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pengisian bahan bakar. 

 

Pasal D 8 

Penyediaan Bahan Bakar 

Dalam hal pada operasional kapal, Pertamina tidak dapat menyediakan jenis bahan bakar yang disepakati dalam Charter 

Party, maka Pertamina berhak untuk menyediakan bahan bakar jenis lainnya sepanjang bahan bakar tersebut dapat diterima 

oleh jenis mesin kapal. 

 

 

 

Pasal D 9 

Skala Beaufort 

 

- Untuk tipe kapal Tanker berukuran Small I ke bawah, Satgas, dan SPOB akan menggunakan skala beaufort 3 

- Untuk tipe kapal selain yang dinyatakan di atas akan menggunakan skala beaufort 4 

 

Pasal D 10 

Perhitungan Kinerja Kapal 

Selama kapal dioperasikan oleh Pertamina, maka data master cable yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan 

perhitungan kinerja kapal adalah data Master Cable yang diterbitkan oleh Pertamina yang bersumber dari data Master Cable 

yang dikirim pertama kali oleh Nakhkoda. 

 

 

Pasal D 11 

P & I Club 

Pemilik kapal berkewajiban untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&I Club dari daftar berikut ini (Kecuali untuk 

Harbour Tug sangat direkomendasikan): 
 

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc 

- AssuranceforeningenSkuld 

- Gard P&I (Bermuda) Ltd 

- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited 

- The Japan Ship Owner’s Mutual Protection & Indemnity Association 

- The London Steam-Ship Owner’s Mutual Insurance Association Limited 

- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited 

- Shipowner’s Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg) 

- The Standard Steamship Owner’s Mutual Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited 

- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited 

- The Swedish Club  

- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited 

- The West England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg) 

- PT. Tugu Pratama Indonesia 

 

Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal 

berkewajiban untuk mengganti P&I Club tersebut menjadi salah satu P&I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&I 

sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I 

pada dokumen penawaran. 

Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan bukti perpanjangan polis asuransi kepada Pertamina selambat-

lambatnya tanggal 28 Februari setiap tahunnya.  
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Pasal D 12 

Perubahan 

Pemilik Kapal berkewajiban bahwa terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian sewa, Klas, Bendera Kapal, Kepemilikan, 

Manajemen Kapal (baik teknis maupun komersial) dan Asuransi P&I dari kapal, tidak akan diubah tanpa adanya persetujuan 

tertulis dari Pertamina. Persetujuan mana tidak akan dicegah tanpa adanya alasan yang jelas.  

 

Pelanggaran atas ketentuan ini akan memberikan hak kepada Pertamina untuk memutuskan perjanjian secara sepihak. 

 

Pasal D 13 

Equipment 

Kapal harus dapat menyediakan peralatan untuk kerja rigging (sling, webbing, takle, alat las, chain block, dll) 

 

Pasal D 14 

Facilities 

Kapal harus dapat menyediakan akomodasi untuk sebanyak minimal 40 (empat) orang untuk tim Under Water Services 
dilengkapi dengan AC (Air Conditioner). 

 

Pasal D 15 

Labour 

a. Pemilik kapal harus dapat menyediakan Tenaga Rigger yang berpengalaman sejumlah minimal 15 (lima belas) orang 

b. Pemilik kapal harus dapat menyediakan Tenaga Supervisor Rigging sejumlah minimal 1 (satu) orang 

c. Pemilik kapal harus dapat menyediakan Tenaga Medis sejumlah minimal 1 (satu) orang 

 

Pasal D 16 

Seluruh biaya kepelabuhanan sebelum kapal delivery (Anchorage dll) menjadi tanggung jawab dan beban Pemilik Kapal 

termasuk biaya mobilisasi & demobilisasi, biaya bunker, fresh water, lube oil, dan clearance in / out.  

 

Pasal D 17 

Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengurus dan menyelesaikan atas biayanya sendiri seluruh perijinan dan formalitas yang 

diperlukan dan disyaratkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan. Formalitas dan 

perijinan tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

a. Surat – surat yang masih berlaku / laik laut nautis 

b. Surat ijin untuk pekerjaan Migas dari Dirjen MIGAS (jika diperlukan) 

c. Formalitas dan perijinan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. 
 

Perijinan tersebut harus selesai sebelum kapal Delivery. Pemilik kapal wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat 

pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran. Bila tidak terdapat dokumen tersebut maka akan 

didiskualifikasi. 

 

Pasal D 18 

Equipment 

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini subject to the following: 

a. Subject to Pertamina’s Management Approval 

b. Subject to Fulfillment of all necessary requirement permit from Indonesian government for employing the vessel 
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Keseluruhan persyaratan diatas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal delivery. 

 

 

E. TATA TERTIB PENGADAAN 
 

Pasal E 1 

Prebid Meeting 

Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar 

dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid. 

 

Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketetapan yang diputuskan dalam 

prebid 
 

Pasal E 2 

Penutupan Kotak Penawaran 

Kotak penawaran akan ditutup tepat pada waktu penutupan kotak penawaran yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu 

(jam) yang tertera di ruang pengadaan. 

 

Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan dinyatakan diskualifikasi. 

 

Setelah memasukkan penawaran ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang 

pengadaan. 

 

Setelah dilaksanakan penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau 

melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, Bentuk II atau 

dokumen lainnya. 

 

Pasal E 3 

Pertanyaan & Klarifikasi 

Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki 

kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi dengan mengacu peraturan 

dan prosedur yang berlaku. 
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PART II 
 

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS 
 

Ketentuan dan persyaratan khusus di bawah ini berlaku sesuai dengan karakteristik khusus dari setiap pengadaan yang 

dilaksanakan. 
 

A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING 
 

Pasal A 1 

Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing 

 

Untuk pengadaan kapal berbendera asing (dikarenakan jenis atau ukuran kapal yang diadakan tidak tersedia yang berbendera 

Indonesia), maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan atas biayanya sendiri seluruh perijinan dan 

formalitas yang diperlukan dan disyaratkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia untuk penggunaan kapal berbendera 

asing. Formalitas dan perijinan tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas: 
 

a. Ijin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) 

b. Pajak Impor Barang (PIB) 

c. Formalitas dan perijinan lain yang berkaitan dengan penggunaan kapal asing di Indonesia. 
 

Formalitas dan perijinan tersebut harus selesai sebelum kapal Penyerahan kapal. Pemilik Kapal wajib untuk menyatakan hal 

ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran. Bila tidak terdapat dokumen tersebut maka akan 

didiskualifikasi.  
 

Dalam hal Pemilik Kapal gagal untuk memperoleh perijinan dan formalitas yang diperlukan diatas, sepenuhnya menjadi beban 

dan tanggung jawab Pemilik Kapal dan proses pengadaan akan dinyatakan gagal. 

 
 

B. PENGADAAN KAPAL DENGAN PERSYARATAN PERALATAN STS 
 

Pasal B 1 

Peralatan Ship to Ship (STS) Transfer  
 

Jika dalam spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Pertamina mensyaratkan Pemilik Kapal untuk menyediakan peralatan untuk 

Ship to Ship (STS) Transfer, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan jaminan tertulis pada dokumen 

penawarannya, yang menyatakan bahwa pada saat penyerahan, Kapal telah dilengkapi dengan STS Equipment dalam 

kondisi tidak harus baru (yang dilengkapi dengan original certificate dari maker) sesuai dengan spesifikasi teknis dari 

Pertamina.  

Apabila pada waktu yang disepakati Pemilik Kapal tidak dapat memenuhi ketentuan Pertamina, maka Pertamina berhak untuk 

menggagalkan pelelangan atau melakukan pemutusan charter party secara sepihak. 

 

Segala tambahan premi asuransi yang terhutang oleh Pemilik kepada perusahaan asuransi agar Kapal dapat  melaksanakan 

operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut  akan  menjadi  tanggungan Pemilik. 

 

Operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut  harus sesuai dengan ketentuan pokok yang ditetapkan dalam edisi 

terakhir pedoman pemindahan dari  kapal  ke kapal yang diterbitkan oleh International Chamber of Shipping / Oil Companies 

International Marine Forum (ICS / OCIMF).  

 

Pengadaan STS Equipment beserta perawatannya selama masa sewa menjadi beban Pemilik Kapal. Kepemilikan di akhir 

masa sewa menjadi hak Pertamina. 

 

A. KETENTUAN TAMBAHAN PENGADAAN KAPAL WHITE OIL  

 

Pasal C 1 
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Titik Bakar untuk Tanker White Oil 

 

Peserta pengadaan harus menjamin bahwa kapal yang dinominasikan dapat mengangkut cargo clean oil product (cargo tank 

didisain untuk mengangkut cargo dengan F.P < 600C), di mana salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium. 

Hal ini harus dijaminkan dalam surat pernyataan seperti point 1 (satu). 

 

D.  KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA) 
 

Di bawah ini merupakan ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan untuk proses pengadaan kapal dengan pola Contract 

of Affreighment (COA). 
 

Pasal D 1 

Evaluasi Tarif Uang Tambang 
 

Guna mendapatkan penawaran yang paling kompetitif bagi Pertamina, maka proses evaluasi tarif uang tambang akan 

didasarkan pada formula:  

 

Nilai Evaluasi Tarif  = (X% x A) + (Y% x B) + (Z% x C) 

 

A = Tarif uang tambang trayek A 

B = Tarif uang tambang trayek B 

C = Tarif uang tambang trayek C 

X = Prosentase jumlah pengangkutan trayek A 

Y = Prosentase jumlah pengangkutan trayek B 

Z = Prosentase jumlah pengangkutan trayek C 
 

Prosentase jumlah pengangkutan per trayek di atas akan didasarkan pada data fungsi Pengguna di Pertamina. 
 

Pasal D 2 

Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang 

Penawaran lebih dari 1 (satu): 
 

a. Pertamina akan melakukan proses evaluasi tarif uang tambang sesuai dengan formula evaluasi tarif uang tambang yang 

terdapat pada Pasal D 1 di atas. Penawaran terbaik akan diurutkan berdasarkan nilai evaluasi tarif terendah.  
 

b. Selanjutnya dalam hal tarif uang tambang yang ditawarkan (baik sebagian atau seluruh trayek) oleh peserta lelang masih di 

atas Owner Estimate Pertamina, maka akan dilaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan kepada 3 (tiga) 

penawaran terbaik. 
 

c. Prosedur negosiasi dilaksanakan sesuai ketentuan negosiasi yang diatur pada Part I, Pasal C 10.  
 

Pasal D 3 

Jaminan-jaminan  
 

1.  Dalam proses pengangkutan, peserta pengadaan wajib untuk menjamin bahwa kapal yang akan dinominasikan harus 

dapat melaksanakan pengangkutan clean oil product atau jenis muatan lain yang disyaratkan dengan prediksi cargo 

diangkut sesuai yang disyaratkan. Jaminan ini harus dituangkan dalam sebuah surat dengan kop perusahaan dan 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 
 

2.  Peserta pengadaan harus menominasikan kapal dengan jumlah dan tipe sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis 

pada ToR ini lengkap dengan awak kapal untuk melayani kegiatan pengangkutan muatan clean petroleum product (P/K/S) 

atau jenis muatan lain yang ditetapkan untuk trayek yang dinyatakan dalam spesifikasi teknis. 
 

3.  Dalam hal kapal yang dinominasikan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat melakukan pengangkutan yang 

diperintahkan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas kepada pelaksanaan perbaikan, docking repair, periodical 

drydocking, atau atas rekomendasi kelas, maka untuk menjamin bahwa pemilik tetap dapat memenuhi kewajibannya untuk 

melaksanakan pengangkutan yang ditugaskan, Pemilik Kapal berhak mengganti kapal yang akan digunakan untuk proses 
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pengangkutan tersebut. 

4.  Kapal pengganti yang dinominasikan oleh Pemilik Kapal harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak 

Pertamina dan memiliki Pertamina Safety Approval yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh fungsi SMR Pertamina. 

5.  Pemilik Kapal diwajibkan untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk mengukur dan menghitung muatan 

termasuk trim correction dan tabel tanki yang disahkan oleh Pertamina atau dari pihak yang berwenang lainnya. 

6.  Maksimum un-avoidable transportation loss yang diperkenankan adalah 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per grade. 

 

7.  Pengurusan clearance in / out dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan operasi kapal selama kapal dioperasikan di 

Pelsus Pertamina, dilaksanakan oleh petugas Pertamina dan segala biaya yang timbul termasuk biaya jasa pelabuhan dan 

biaya keagenan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal. 

 

8.  Pemilik Kapal memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan mematuhi peraturan keselamatan kerja, 

safety operation, dan pemenuhan aspek lindungan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

sesuai dengan standar yang berlaku di Pertamina 

 

9.  Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal yang digunakan untuk melaksanakan pengangkutan dapat memberikan kinerja yang 

baik dan selalu dalam kondisi siap dalam segala hal (laik operasi dan laik laut) untuk menjalankan pengangkutan sesuai 

instruksi Pertamina 

 

10.  Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar produk Pertamina selama periode sewa. 

 

11. Pemilik Kapal dapat membeli bahan bakar produk Pertamina langsung dari Pertamina atau melalui bunker service / agen 

Pertamina. 

 

12. Pemilik Kapal diwajibkan melampirkan Bukti pembelian bahan bakar produk Pertamina/bunker receipt dalam dokumen 

penagihan biaya COA. Dalam hal Pemilik Kapal tidak melampirkan dokumen dimaksud maka Pertamina akan melakukan 

penahanan pembayaran sewa kapal. 

 

 

Pasal D 4 

Pajak-pajak 

 

1. Pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas dasar jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah disetujui (Pajak 

Penghasilan Badan dan Undang-undang Pajak Indonesia) dan atas penghasilan Awak Kapal akan menjadi beban Pemilik 

Kapal berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

yang menjadi beban Pertamina. 

 

2. Semua pajak penghasilan atas Badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk setiap bulan dan dapat dipotong 

langsung dari pembayaran uang sewa.  

 

3. Pajak Penghasilan Awak Kapal akan dibayar dan dilaksanakan setiap bulan di muka oleh Pemilik sendiri, Agen atau 

Perantaranya atas beban mereka sendiri. 

 

4. Pembayaran pajak-pajak bulan pertama, akan dilaksanakan di muka oleh Pemilik Kapal, Agen atau Perantaranya atas 

beban / tanggungan mereka sendiri. Jika perjanjian sewa dibatalkan disebabkan oleh alasan-alasan sesuai yang tercantum 

dalam syarat-syarat Perjanjian Sewa, maka semua akibat dan kerugian-kerugian yang berhubungan dengan pembayaran 

di muka pajak-pajak tersebut akan menjadi tanggung jawab risiko Pemilik Kapal 

 

E.  KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL WAJIB RE-FLAGGING 

 

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan dengan melibatkan kewajiban Re-flagging (adanya kewajiban Pemilik Kapal untuk 

melaksanakan penggantian bendera kapal menjadi bendera Indonesia sebelum penyerahan kapal) atau pengadaan yang 

dilaksanakan untuk kepentingan Charter Out, maka ketentuan dan syarat-syarat khusus pengadaan di bawah ini diberlakukan. 
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Pasal E 1 

Persyaratan Penggantian Bendera Kapal 

 

1. Guna mendukung penerapan Azas Cabotage di Indonesia, maka manajemen Pertamina telah menetapkan bahwa seluruh 

Kapal yang akan disewa harus berbendera Indonesia. 

 

2. Dengan pertimbangan bahwa tidak tersedianya Kapal berbendera Indonesia sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam 

pengadaan ini, maka Kapal berbendera asing masih diperkenankan untuk ditawarkan, dengan ketentuan Kapal harus 

sudah berbendera Indonesia selambatnya sebelum pelaksanaan penyerahan kapal. 

 

3. Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 

6.000,00 pada saat penutupan kotak penawaran. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan bahwa Pemilik Kapal 

menjamin kapal akan diubah menjadi berbendera Indonesia sebelum penyerahan kapal. 

 

4. Dalam hal surat pernyataan tersebut tidak dilampirkan saat penutupan kotak penawaran, maka penawaran akan 

dinyatakan diskualifikasi. 

 

5. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga 

bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal 

Bukan Baru. 

 

Pasal E 2  

Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA) 

 

Pemilik Kapal berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya sebelum penyerahan 

kapal. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan 

yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan 

memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum penyerahan kapal. 

 

Pasal E 3 

Penetapan Calon Pemenang Pengadaan 

 

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini berdasarkan hal-hal di bawah 

ini: 

a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina  

b. Berdasarkan lebih lanjut kepada Penyelesaian Reflagging 

c. Berdasarkan lebih lanjut kepada Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement. 

 

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum penyerahan kapal. 

 

F.  KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL UNTUK CHARTER OUT 

 

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kapal yang akan disewakan kembali kepada Pihak 

Ketiga (yang akan dinyatakan dalam spesifikasi teknis pengadaan), maka ketentuan dan syarat-syarat khusus pengadaan 

dibawah ini diberlakukan. 

 

Pasal F 1 

Persyaratan Pertamina Safety Approval 

 

1. Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis bahwa kapal diwajibkan untuk memiliki Pertamina Safety Approval, maka 

Pemilik Kapal diwajibkan untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval  selambatnya sebelum penyerahan 
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kapal. 

 

2. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang 

ditandatangani di atas materai Rp 6,000.00 yang menyatakan jaminan pemilik kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi 

persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum delivery. 

 

3. Khusus untuk pengadaan Charter Out dengan metode Perjanjian Sewa Berdasarkan Uang Tambang (COA), persyaratan 

PSA diwajibkan untuk dilampirkan dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran.  

 
4. Dalam hal Pemilik Kapal gagal melampirkan PSA tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi. 

 

Pasal F 2 

Penetapan Calon Pemenang Pengadaan 

 

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan Charter Out jika memenuhi 

persyaratan-persyaratan dibawah ini: 

 

a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina; 

 

b. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA) jika dipersyaratkan; 

c. Berdasarkan lebih lanjut kepada hasil survey dari Pihak Ketiga sebagai pihak yang akan menyewa kapal dari Pertamina 

(Persetujuan dari Pelanggan Pertamina); dan 

 
d. Pertamina telah ditunjuk Pelanggan Pertamina sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan atau Pertamina telah 

memenangkan Tender / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung yang diselenggarakan oleh Pelanggan Pertamina. 

 

Jika salah satu atau lebih dari persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Pertamina berhak untuk membatalkan 

hasil pengadaan tanpa memberikan kompensasi apapun kepada pihak Pemilik Kapal 

 

G.  KETENTUAN KHUSUS HARBOUR TUG 

 

Di bawah ini merupakan ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan untuk proses pengadaan kapal Harbour Tug. 

 

Pasal G 1 

Kondisi Penyerahan Kapal 
 

Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi kapal beserta dengan peralatan-peralatan 

pendukungnya antara lain fire safety equipment, rubber fender, dan peralatan lainnya sesuai dengan yang disyaratkan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus berada dalam keadaan siap dalam segala hal untuk melaksanakan 

operasional sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis.  
 

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan kapal merupakan beban dari Pemilik Kapal.  
 

Pasal G 2 

Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan kapal 
 

Penyerahan kapal dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi yang ditetapkan, atas pilihan Pertamina 

selaku Penyewa 

Waktu Penyerahan Kapal: Penyerahan kapal akan dilaksanakan pada: 

i.  Saat towing ropes dipasang pada sarana obyek yang di-asistensi/tow; atau  

ii.  Tug Boat telah memulai pekerjaan sebagai sarana bantu di pelabuhan; atau  

iii.  6 (enam) jam setelah Notice or Readiness Tendered (NOR Tendered) sepanjang NOR tersebut diluncurkan pada rentang 

laycan; 
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Mana yang lebih dahulu terlaksana dengan syarat Tug Boat tersebut telah dinyatakan fit, oleh surveyor serta penyewa telah 

menyatakan menerima penyerahan kapal. 

 

Pasal G 3 

Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kembali 
 

Penyerahan kembali dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi yang ditetapkan, atas pilihan Pertamina 

selaku Penyewa 
 

Waktu Penyerahan Kembali: Penyerahan kembali akan dilaksanakan pada saat: 

i.  Saat towing ropes telah dilepas dari tanker yang dilayani / di-asistensi; atau  

ii.  Tug Boat telah selesai melaksanakan pekerjaan sebagai sarana bantu di pelabuhan; atau  

iii.  Semua dokumen kapal diserahkan ke kapal setelah di-clearance (dengan syarat semua certificate kapal masih berlaku); 

Mana yang terakhir dilaksanakan. 
 

Pasal G 4 

Asuransi 
 

Tugboat harus diasuransikan dengan pertanggungan minimum untuk risiko-risiko kecelakaan antara lain menabrak 

terminal/jetty, tabrakan/kontak dengan obyek-obyek bergerak atau permanen lainnya, menabrak kapal lain, removal of wrack 

(kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya dalam operasional kapal sebagai towing tug atau 

sebagai sarana bantu di pelabuhan. 
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PART III 
 

 

DOKUMEN PENAWARAN 

 

Dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses closing dan jika tidak ada, Pertamina memiliki hak 

untuk men-diskualifikasi penawaran peserta adalah sebagai berikut sesuai dengan jenis Kapal yang dilaksanakan proses    

pengadaannya : 

 

Ketentuan Umum : 

 

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja. 

 

Dokumen Komersial : 
 

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina 
2. Original Power of Attorney, jika Kapal milik perusahaan lain (Asli dapat disusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja 

setelah penutupan kotak penawaran). 
3. Asli Jaminan tertulis dari Peserta Pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan untuk pelaksanaan 

pekerjaan. 
4. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang diatas materai Rp. 

6,000.- 
5. Data mengenai: 

a. Peralatan / Equipment yang dimiliki oleh kapal 
b. Akomodasi yang tersedia di kapal 
c. Tenaga pekerja yang diajukan oleh bidder 

 
Dokumen Teknis : 

 
Kapal: 

 
1. Ship particular 
2. Copy General Arrangement 
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery) 
4. Copy Civil Liability Certificate 
5. Copy Document of Compliance (DOC) 
6. Copy Safety Management Certificate (SMC) 
7. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate. 
8. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate. 
9. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate. 
10. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. 3 voyage terakhir 
11. Copy Builder Certificate 
12. List Crew dan posisinya di atas kapal 

 
Khusus untuk dokumen teknis nomor 1-3 wajib dilampirkan pada saat closing. Jika peserta pengadaan tidak melampirkan 
dokumen-dokumen tersebut, maka penawaran akan didiskualifikasi. Untuk dokumen teknis nomor 4-12 dapat disusulkan 
maksimal 3 hari kerja setelah closing. 
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PART V 

 
PERTAMINA’S SPECIFICATION 

 
A. Technical Specifications 

 

SPCB 

1. Tipe Kapal : Self Propelled Crane Barge 

2. Year of Built / Bendera : OPEN / Indonesia 

3. Safe Draft : OPEN   

4. LOA : OPEN   

5. Derrick / Crane   

 a. Kapasitas : Min 120 Tons 

 b. Tipe Crane : Pedestal Crane 

6. Jangkar : Min 8 Titik Jangkar 

   Panjang :  4 x 800 meter  

    4 x 1000 meter  

7. Delivery Area : Perairan RU IV Cilacap (SPM Refinery Unit IV) 
 

 

B. Equipment Facility, Labour & Others 
Bidder shall provide the following equipment, facility & labour: 
1. Equipment 

Rigging Equipment (sling, webbing, tackle, welding equipment, chain block, and etc) 
2. Facility 

a. Accomodation for min. 40 (forty) people in Under Water Services Division (Air Conditioned). 
3. Labour 

a. Min. 15 (fifteen) Experienced Rigger 
b. Min. 1 (one) Rigging Supervisor 
c. Min. 1 (one) Medical Personnel 

4. Dilengkapi dengan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan dari Direktorat Jenderal Gas & Bumi (Dirjen Migas) 
5. Termasuk Clearance In & Out 

 
C. Term and Conditions 
 

1. Unit Vessel : 1 (one) Unit 

2. Working Period : 14 (Fourteen) Days   

3. Laycan : 23 February 2015 

4. Substitution 
Clause 

: Required 

5. Freight : Lumpsum basis (IDR) 

6. Freight Payment  14 banking days after completion of work 

7. Charter Party : Package Contract 

8. Others  a. Value Added Tax (VAT) shall be Charterer Account and Withholding Tax shall be 
Owners Account 

b. Bunker, fresh water, lube oil, clearance in/out, towing equipment and 
mobilization/demobilization shall be Owners Account 
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PART VI 

 
AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS  BID AGENDA AND CONTACT ADDRESS 

   

Berikut ini merupakan Agenda Pengadaan dan Contact 

Address dalam proses pengadaan ini. 

 The following are the bidding agenda and the contact 

address for this bid. 

   

A.  AGENDA PENGADAAN  A.  BID AGENDA  

   

AGENDA DATE TIME TEMPAT 

Pre Bid Meeting 10 February 2015 10.00 WIB PT. PERTAMINA (PERSERO)  

Marketing & Trading Directorate – Shipping 

Jl. Yos Sudarso 32-34, Tg. Priok Jakarta 

7th Floor Meeting Room  

 

Bid Closing 12 February 2015 10.00 WIB 

 

 

Peserta pengadaan diwajibkan untuk memasukkan 

penawaran selambat-lambatnya pada waktu penutupan 

kotak penawaran yang telah ditetapkan di atas. 

Penawaran yang diajukan melewati batas waktu di atas 

akan dinyatakan diskualifikasi. 

  

The bidder is required to submit the bid proposal at 

the latest at the specified bid closing time above. 

Proposal that submitted beyond the above time 

limitation will be disqualified. 

   

B.  DAFTAR CONTACT PERSON  B.  LIST OF CONTACT PERSON 

 

Dalam hal terdapat hal-hal yang perlu untuk 

diklarifikasikan lebih lanjut, maka peserta pengadaan 

diharapkan dapat menghubungi contact person di 

bawah ini sesuai dengan kompetensi dan jenis kapalnya 

  

  

If there is any matters need to be clarified further, the 

bidders are welcome to contact the following contact 

address based on the competency and the vessel 

type 

1. Chartering 

 

   Ship Procurement Tanker White 

 

Abdullah Faishol 

+62 21 430 1086   Ext 8343 

+62 812 1090 138 (Mobile) 

abdullah.faishol@pertamina.com  

Asriningrum Lestari 

+6221 4301086 Ext 8316 

+62 811 930 1910 (Mobile) 

asriningrum.lestari@pertamina.com  

Vania Gita Pratiwi 

+6221 4301086 Ext 8550 

+62 813 2804 9046 (Mobile) 

vania.pratiwi@pertamina.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abdullah.faishol@pertamina.com
mailto:asriningrum.lestari@pertamina.com
mailto:vania.pratiwi@pertamina.com
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PART VII 
 

Lampiran I 

Surat Penawaran – Bentuk I 

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pemilihan langsung) 
 

S U R A T   P E N A W A R A N 
 Nomor : 

 
Kepada Yth  : Chartering Manager - Shipping 

Marketing Directorate  

Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara 
 

Perihal   : Penawaran _____   ____________________________ 
 

  
Dengan Hormat, 
 
Berdasarkan Invitation to Bid PT. Pertamina (Persero) No. ................................. Tanggal ........................ berkenaan 
dengan proses Pengadaan Kapal ..............................., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
 Nama  :  __________________________________________________ 
 Jabatan  :  __________________________________________________ 
 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : 
 
 Perusahaan : PT._______________________________________________ 
 Alamat  : __________________________________________________ 
 NPWP  : __________________________________________________ 
 
Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama Invitation to Bid dan Rencana Kerja dan Syarat-
syarat (RKS) untuk mengikuti Pelelangan dan Lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan maupun 
ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, 
bersama ini kami mengajukan Penawaran dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan : 
 
I. Menyewakan kepada PT. PERTAMINA (PERSERO) _____ (_________) unit work barge, ukuran (HP) 

_______________ Horse Power, dengan spesifikasi Kapal sebagaimana terlampir. 
 
II. Harga Penawaran atas dasar (lumpsum), untuk lama charter 10 (sepuluh) hari (charter period) sejak tanggal 

delivery Kapal termasuk equipment, facility & labour sebagaimana yang dipersyaratkan, serta termasuk 
bunker, fresh water, lube oil, clearance in/out, perlengkapan towing dan mobilisasi/demobilisasi. Charterer 
dapat memperpanjang atau mengurangi lama charter (charter period) hingga 5 hari sebelum berakhirnya 
masa kontrak, dengan harga sewa lumpsum tersebut di bawah ini : 

 
Rp.  __________ (________________________Rupiah) (lumpsum). 

 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 
 

a. Kami sanggup menyewakan Kapal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang tercantum 
dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) berikut lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan 
Lelang dan dapat menerima semua ketentuan-ketentuan tersebut serta data-data teknis Kapal yang tercantum 
dalam Spesifikasi Kapal yang diajukan, akan disesuaikan dengan hasil pelaksanaan survey sebelum Kapal 



INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE – ATTACHMENT 
 

Chartering Dept. Page 22 
Revised Edition: July, 1st 2014 

delivery untuk dijadikan ketentuan/persyaratan di dalam Charter party. 
 

Selanjutnya data-data teknis Kapal yang kami ajukan dalam Surat Penawaran, bilamana terdapat hal-hal yang 
tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada waktu Kapal disurvey sebelum delivery maka semua risiko 
yang timbul (misalnya biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk survey Kapal, pajak-pajak yang telah dibayar 
di muka dan risiko-risiko lainnya) sehingga dapat mengakibatkan pembatalan charter, maka semuanya menjadi 
tanggung jawab dan beban kami sepenuhnya. 

b. Kami akan tunduk dan mematuhi pula semua ketentuan SK Direksi Pertamina No. Kpts-057/C00000/2013-S0 
tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping serta 
ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan proyek tersebut. 

 

c. Jumlah harga penawaran (Charter Hire Rate) tersebut di atas sudah termasuk keuntungan, Overhead cost, 
semua jenis pungutan yang berlaku saat ini dan semua biaya-biaya yang menjadi beban/tanggung jawab 
Owners, baik yang ditentukan dalam perjanjian maupun yang telah ditetapkan dalam TOR dan Berita Acara 
Penjelasan Lelang. 

 

d. Pajak-pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah 
disetujui (PPh badan dan Undang-Undang Pajak Indonesia_ dan pajak atas penghasilan Awak Kapal, akan 
menjadi tanggungan Pemilik, berdasarkan peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya, kecuali 
pajak pertambahan nilai (PPN). 

 

Semua pajak penghasilan atas badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk tiap-tiap bulan dan akan 
dipotong langsung dari pembayaran uang sewa bulanan. 

Seandainya Perjanjian Sewa nanti dibatalkan, karena sesuatu sebab yang disesuaikan dengan persyaratan 
Perjanjian (Charter Party), maka semua akibat yang berhubungan dengan pembayaran Pajak-Pajak yang telah 
dibayar di muka akan menjadi tanggung jawab dan risiko pemilik. 
 

Pajak Penghasilan Anak Buah Kapal (ABK), akan dibayar sendiri oleh Pemilik Kapal, Agen atau Perantaranya. 
Jika Kapal off hire, maka Pajak Penghasilan atas Badan akan dipotong dari sewa kotor bulanan setelah 
dikurangi tuntutan ganti rugi (claim) atas waktu yang hilang diluar sewa (off hire), tetapi tidak termasuk tuntutan 
ganti rugi atas pemakaian bahan bakar selama Kapal berada di luar sewa. 
 

e. Masa laku Penawaran (validity of offer) berlaku terhitung sejak closing date hingga setelah adanya penetapan 
pemenang dari Pertamina. 

 

Untuk melengkapi penawaran kami ini, telampir disampaikan Dokumen Penawaran berikut Lampiran-lampirannya 
sesuai dengan yang telah ditentukan dalam TOR dan Berita Acara penjelasannya. 

 

Demikianlah Penawaran ini kami ajukan dengan penuh tanggung jawab serta mengikat dan jika seandainya terjadi 
pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penawaran ini, maka kami bersedia dikenakan tindakan Administratif atau 
tindakan lainnya bedasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku. 

 
 
      Jakarta,  
 
      PT. 
 

Materai Rp 6.000,00 
 

_________________________________ 
Nama Jelas Penanda tangan dan jabatan 
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Lampiran II 

Pakta Integritas Peserta Pengadaan 

 
PAKTA INTEGRITAS 
 
Kepada Yth : 
Chartering Manager 
Direktorat Pemasaran dan Niaga - Perkapalan 
PT PERTAMINA (PERSERO) 
 
Dengan hormat, 
 
Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV  ______________ (“Perusahaan”) yang beralamat di 
___________________, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan _________________ atas 
Invitation to Bid No. ____________, dengan ini kami menyatakan  hal-hal sebagaimana diuraikan berikut : 

 
1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari ditemukan 

adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi administrative 
sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero), yaitu sesuai SK Direksi No. Kpts – 
034/C00000/2010-S0 tanggal 2 Juni 2010. 
 

2. Jaminan Kewajaran Harga 
a. Bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak/keuntungan yang 

berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan namun tidak termasuk 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%). 

b. Bahwa harga yang kami sampaikan adalah wajar. Bila di kemudian hari diketahui bahwa harga yang kami 
sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami sanggup 
mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut ke PT Pertamina (Persero) dan 
dikenai sanksi (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan pengurusnya) sesuai SK Direksi No. Kpts – 
034/C00000/2010-S0 tanggal 2 Juni 2010 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku. 

 
3. Bahwa Perusahaan dan Karyawan Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan dengan  PT Pertamina 

(Persero) yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Mitra Kerja PT Pertamina 
(Persero), termasuk : 
a. Kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (baik pribadi ataupun 

keluarga) dengan Perusahaan Patungan PT Pertamina (Persero) atau Karyawan atau Direksi atau 
Komisaris atau pemegang saham pengendali atau penjamin Perusahaan Patungan dimaksud, atau 
kepentingan ekonomi tidak langsung yang bersifat material terhadap Perusahaan Patungan dimaksud. 

b. Selama berlangsungnya proses Pekerjaan dan sesudahnya tidak akan melakukan tindakan secara 
sengaja atau tidak sengaja, temasuk tetap tidak terbatas pada menerima pekerjaan dari pihak manapun 
secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan 
kepentingan antara Perusahaan dengan PT Pertamina (Persero) atau Perusahaan Patungan dimaksud. 

 
Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagimana mestinya guna memenuhi salah satu 
syarat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan tersebut  diatas. 

 
Hormat Kami, 
Tempat, ……………….2013 
 
-TTD diatas Materai Rp. 6000,- 
- Cap perusahaan 
[______Nama_______] 
Jabatan : __________ 
 


